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ABSTRAK 

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN 
AKAD IJARAH MULTIJASA  

(Study Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat) 

Oleh WIDI ANJASWATI 

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah. 
Dari kegiatan pemberian pembiayaan tersebut terdapat beberapa masalah seperti 
pemalsuan tandatangan, penyalahgunaan SMS banking, pembuatan ATM ganda, 
dan sertifikasi dicabut dari berbagai masalah tersebut maka terdapat tiga bentuk 
risiko yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat 
yaitu risiko Kredit, risiko Strategik, dan risiko Oprasional. Untuk meminimalisir 
sebelum terjadi risiko BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat melakukan 
kegiatan mitigasi risiko guna menetralisir dampak dari risiko tersebut. Mitigasi 
yang dipilih oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah dengan 
prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan selain itu juga dengan identifikasi risiko, 
pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi 
BPRS Kotabumi KCTulang Bawang Barat serta untuk mengetahui apa saja 
bentuk mitigasi yang dilakukan dan bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS 
Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Metode dalam penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research). 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan 
dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 
(kualitatif), yakni penelitian yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran 
penyajian skripsi tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui tentang Mitigasi 
Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS 
Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa, mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad 
ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat belum 
sepenuhnya baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan 
namun untuk analisis character dan collateral atau jaminan masih belum maksimal 
dikarenakan terjadi kesalahan dalam menganalisis. hal ini disebabkan oleh 
penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua 
belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai 
finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan 
nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan 
tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.. 
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MOTTO 

 

...                 ...  

Artinya :  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 

 (QS Al-Baqarah : 280) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang 

Tulang Bawang Barat merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang 

ada diKabupaten Tulang Bawang Barat. Bank Syariah Kotabumi kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.1 Salah 

satu produk unggulan dari BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah 

pembiayaan sertifikasi guru dengan menggunakan akad Ijarah Multijasa. 

Sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diterima oleh guru yang telah 

memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemendiknas RI. 

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan 

pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberikan 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah. Pembiayaan sertifikasi bersifat konsumsi 

seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata rohani, dan 

lain-lain.2 

                                                           
1 Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang 

Bawang Barat. 
2 Amrullah dan Reka Yani, SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru (Kotabumi: PT. BPRS 

Kotabumi, 2008), 1 
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Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sertifikasi harus 

melengkapi syarat-syarat seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, 

fotokopi KTP pemohon dan suami/istri, pas foto terbaru pemohon dan 

suami/istri, fotokipi SK Dirjen tentang penerima tunjangan profesi, fotokopi 

daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir, fotokopi kartu 

keluarga, fotokopi buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen, SK 

pembagian tugas yang dilegalisir oleh kepala sekolah, fotokopi jaminan Ijazah 

terakhir, SK kenaikan golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan dan kartu 

ATM asli diserahkan pada saat pencairan. 3 

Mekanisme penjaminan Sertifikat Pendidik dalam prakteknya adalah 

ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank, maka sertifikat 

Pendidi k milik debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh 

bank selaku kreditur. Jika pinjaman di atas Rp. 50.000.000, maka nasabah 

harus menambahkan jaminan fisik berupa SHM/BPKB kendaraan. 

Dengan jangka waktu angsuran yang ditetapkan adalah 6-30 bulan. 

Metode cicilan pembayarannya adalah menggunakan ATM dan buku 

tabungan yang disimpan oleh pihak bank sebagai titipan dan dilakukan 

pengecekan setiap bulannya, kemudian pada saat tunjangan sertifikasi dari 

debitur tersebut cair, seketika tunjangan tersebut dipotong oleh bank guna 

membayar cicilan. Dengan marginnya 17-21% disesuaikan dengan besaran 

pinjaman dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.4 

                                                           
3 Amrullah dan Reka Yani, SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru, 4 
4 Wawancara dengan Bapak Mkmur, Legal Officer BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang 

Barat, wawancara 06 November 2019 
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Dengan pembiayaan sertifikasi tersebut masyarakat akan terbantu 

apabila masyarakat memerlukan biaya pendidikan yang salah satunya untuk 

membiayai perkuliahan yang semakin tahun semakin besar biayanya, dan 

tidak menggunakan prinsip yang berbau riba. Dengan semakin 

berkembangnya pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah tidak 

menutup kemungkinan munculnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah 

yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan 

lainnya. Risiko yang dihadapi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang 

Bawang Barat yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan nasabah 

untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan 

kesepakatan (wanprestasi).5 

Pembiayaan yang bermasalah ditunjukan dengan Rasio Non 

Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang 

merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total 

pembiayaan. Tabel 1.1 menunjukan kondisi NPF pada BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dari tahun 2017, 2018, 2019. 

Tabel 1.1 

Pembiayaan Sertifikasi bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat tahun 2017, 2018, 2019. 

 

Tahun Jumlah Pembiayaan Pembiayaan 

Bermasalah 

Jumlah 

Nasabah 

NPF 

(%) 

2017 Rp. 14.029.597.200,- Rp. 149.886.500,- 7 1,00% 

2018 Rp. 15.601.341.300,- Rp. 730.527.300,- 15 4,68% 

2019 Rp. 19.092.945.800,- Rp. 918.007.400,- 30 4,81% 

                                                           
5 Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, Accounting Officer BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 201 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi Non Performing 

Financing (NPF) pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang 

Bawang Barat menunjukan adanya peningkatan jumlah nasabah yang 

mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan sertifikasi dari tahun 

2017, 2018 dan 2019 NPF menunjukkan presentase 1,00% meningkat menjadi 

4,68% ditahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 4,81% ditahun 2019, 

dimana mendekati ketidak sehatan bank yang standar NPFnya 5,00%.  

Hal ini disebabkan karena nasabah pensiun atau berhenti, 

penyalahgunaan sms banking, manipulasi data berupa pemalsuan tandatangan 

persetujuan suami istri, peminjaman ATM dan buku tabungan yang menjadi 

barang jaminan (barang titipan), nasabah mengganti buku rekening atau 

mengganti PIN ATM sehingga tidak ada jaminan yang bisa di eksekusi. Ini 

merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat yaitu pembiayaan sertifikasi bermasalah.6 

Risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi tentunya harus 

dicegah sedari awal. Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko 

pembiayaan, bank syariah menggunakan manajemen risiko agar risiko yang 

ada tidak terjadi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur, memitigasi, serta mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank 

dengan tingkat risiko yang wajar.7 

                                                           
6 Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, Accounting Officer BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 2019. 
7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ke-5, cet. Ke-9 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 255. 
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Dalam proses manajemen risiko hal yang paling penting agar risiko 

yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan 

mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan 

aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi kerugian 

yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Sebelum mitigasi risiko 

ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko 

yang akan di mitigasi. Mulai dari penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, 

dan dampak kerugian yang ditimbulkannya hingga menetapkan mitigasi risiko 

yang tepat pada risiko pembiayaan sertifikasi.8 

Mitigasi di dalam dunia perbankan haruslah tepat, cepat dan dapat 

menjadi solusi bagi risiko yang dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko 

ini tidak tepat sasaran maka risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian 

bagi pihak bank. Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan 

dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko yaitu 

dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, 

pengendalian risiko serta dengan prinsip 5c. 

Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan BPRS Kotabumi kantor 

cabang Tulang Bawang Barat untuk meminimalisir risiko yang terjadi adalah 

dengan melakukan analisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan 

pembiayaan, pengecekan riwayat pinjaman nasabah atau sering disebut BI 

Cheking/SLIK, pengecekan kelengkapan data yang diajukan oleh nasabah 

sebagai syarat pengajuan pembiayaan seperti, jam mengajar, rekening koran, 

                                                           
8 Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 73 
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slip gaji. Agar pihak bank dapat mengetahui kelancaran sertifikasi yang 

didapat oleh nasabah. 

Kemudian melakukan pengecekan keabsahan data dan jaminan juga 

dilakukan seperti pengecekan tanda tangan persetujuan kepala sekolah atau 

dinas terkait, tanda tangan suami/istri dan pengecekan keaslian jaminan seperti 

ijazah, SK berkala, SK golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan sertifikasi 

dan ATM.9 

Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank tersebut 

masih ada risiko-risiko yang sering muncul, hal ini yang masih menjadi                                                  

permasalahan bagi pihak bank. Apakah masih ada kesalahan atau proses yang 

kurang tepat sehingga proses mitigasi tersebut belum berhasil. Hal ini yang 

menjadi sebuah pertanyaan, apakah pihak BPRS sudah melakukan 

pengawasan atau tindak lanjut (follow up) setelah pembiayaan dilaksanakan. 

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Mitigasi Risiko pada 

Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa (Study Pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana Mitigasi Risiko 

pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 
                                                           

9
 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, selaku Account Officer BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 2019. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui Mitigasi Risiko pada 

Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat). 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pengetahuan dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang 

Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa 

Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. 

2. Secara Praktis 

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola 

Bank atau Lembaga Keuangan Syariah terutama BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat, tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan 

Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat. 

E. Penelitian Relevan  

1. “Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Romaiki Hafni program studi ekonomi 

syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2016.10 Penelitian 

                                                           
 10 Romaiki Hafni, Tesis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah 
Rabbaniah, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
2016), dalam www.karyailmiah.unisba.ac.id. 
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ini membatasi tentang masalah mitigasi risiko yang berpengaruh terhadap 

margin keuntungan yang ditetapkan pada akad murabahah. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mekanisme atau proses 

mitigasi risiko itu sendiri terhadap pembiayaan sertifikasi yang masih 

mengalami pembiayaan bermasalah.  

2. “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)” penelitian ini 

dilakukan oleh Ayu Lestari, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2017.11 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko 

pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam pembiayaan ijarah multijasa 

bermasalah dan apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh 

BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah. 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada 

proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS 

Kotabumi KC Bandar Lampung 

“Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat 

Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati, Jurusan Ekonomi 

Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

                                                           
11 Ayu Lestari, Skripsi Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah 

Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung,2017), dalam www.repository.radenintan. 
ac.id. 
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3. 2015.12 Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati adalah terletak pada fokus 

masalah penelitian dimana penelitian Mutia Sarayati Fokus masalah yang 

dikaji terletak pada terhadap risiko kredit/pembiayaan musyarakah dan 

strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank 

Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

lebih menekankan pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang 

dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.   

 

 

 

 

                                                           
 12 Mutia Sarayati, Skripsi Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank 
Muamalat Indonesia, (Jakarta: Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan 
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam www.repository.uinjkt.ac.id.  
 



 
 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Mitigasi Risiko 

1. Pengertian Mitigasi Risiko 

 Mitigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan 

sebagainya) serta tindakan mengurangi dampak bencana.1 Secara umum 

pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan 

korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu 

diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana yaitu terutama kegiatan 

penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. 

 Menurut UU Nomor 24 tahun 2007, bahwa pengertian mitigasi 
dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peningkatan kemampuan menghadapi bencana.2 
 
 Bevelova Kusumasari menyatakan bahwa mitigasi adalah tindakan 

yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi 

atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan 

lingkungan.3 

 Sedangkan Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Risiko 

adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) 

                                                           
1 Kbbi.Kemdikbud.go.id 
2 UU RI Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana BAB I Pasal 1 Ayat 

9 
3 Bevelova Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, 

(Yogyakarta: Penerbit Griya Media, 2014), 22 
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dari suatu perbuatan atau berbagai tindakan.4 Risiko dikaitkan dengan 

kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, 

risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian 

dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan 

ekonomis. 

Bank Indonesia, memberikan definisi risiko dalam pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, sebagai potensi terjadinya 

suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank.5 

Selain itu, risiko menurut Wahyudi dkk, sebagai konsekuensi atas 

pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan 

hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan 

bagi pengambil keputusan.6 

 Mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko 

yang salah satunya berupa kewajiban untuk menyusun rencana mitigasi 

atau respon risiko dengan tujuan memperkecil eksposur risiko. Standar 

manajemen risiko COSO Integrated Framework 2004 dan ISO 310002009 

meyebutkan empat strategi mitigasi risiko yang mencakup hindari (avoid), 

                                                           
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2005), 959. 
5 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diunduh pada tanggal 17 Februari 2020 dari 
http://www.bi.go.id. 

6 Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, 4 
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kurangi (reduce), berbagi dengan pihak ketiga (share), dan terima 

(accept).7  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko 

merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu 

identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui 

ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan 

memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan 

dimitigasi lebih lanjut dan di pantau implementasinya, serta mitigasi risiko 

berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan 

menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu 

kategori risiko.8 

2. Tujuan Mitigasi Risiko 

 Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon 

risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasikan dalam analisis risiko 

kualitatif dan kuantitatif.  

Berikut tujuan Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah sebagai 

berikut: 

1) Pencegahan, perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan 

Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan 

syariah dalam proses transaksi perbankan. 

                                                           
7 Siti Zulaekhah, Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia, 

Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, 299 
8 Diah Novianti, Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, 

Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 58 
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2) Penyelidikan, pengawasan dalam perbankan islam meliputi dua 

aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan Pengawasan dari 

aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. 

3) Pengkoreksian, pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus 

melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, 

atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek 

syariah.9 

3. Macam-macam Risiko Pembiayaan 

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan islam merupakan 

risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain 

itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan sendiri 

karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.10 

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank 

syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan 
pihak nasabah memenuhi kewajibannya. Dalam risiko pembiayaan 
mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. 

b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel 
pasar berupa nilai tukar dan suku bunga, serta portofolio yang 
dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. 

c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memnuhi 
kewajiban yang telah jatuh tempo. 

d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kegagalan sistem informasi 
atau sitem pengawasan internal, human error atau yang 
mempengaruhi sistem operasional bank yang menghasilkan kerugian 
yang tidak diharapkan. 

                                                           
9 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo 

Persada, 2008), 252 
10 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 134 
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e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 
kelemahan aspek yuridis. Seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan 
perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat keabsahan suatau 
kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. 

f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang 
kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 

g. Risiko strategik, disebabkan oleh adanya penetapan pelaksanaan 
strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang 
tidak tepat, atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan 
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan 
risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian 
internal secara konsisten. 

h. Risiko kepatuhan, disebabkan tidak dipatuhinya bank ketentuan-
ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan 
eksternal.11 

 
Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang 

melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko diatas dapat 

dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi 

dalam aktivitas pembiayaan. 

4. Proses Mitigasi Risiko  

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai 

pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, 

mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari 

suatu risiko.  Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan islam, 

merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank 

islam memiliki berbagai macam produk yang harus dianalisis satu persatu 

sebelum disimpulkan mitigasi risikonya. 

                                                           
11 Bab II Pasal 4 Butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, Tentang Macam-macam Risiko 

Perbankan. 
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Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus 

mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Milai dari 

sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian 

yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada 

debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika 

debitur kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya 

kepada pihak bank.12 

Berikut ini adalah proses mitigasi risiko sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang 

seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu 

aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta 

pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi 

dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko dibangun.13 

Proses identifikasi dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: 

1) Karakteristik risiko yang melekat pda aktivitas fungsional dan 

operasional bank 

2) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko 

3) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu 

timbulnya risiko berlebihan.14 

b. Pengukuran Risiko 

                                                           
12 Ibid, 75 
13

 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk, 131 
14 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, 260 
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Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memahami signifikasi dari akibat yang akan 

ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun 

portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. 

Pemahaman yang akurat tentang signifikasi tersebut akan menjadi 

dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.  

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank 

wajib sekurang- kurangnya melakukan:  

1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber 

data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 

2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila 

terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan 

faktor risiko yang bersifat material.15 

c. Pemantauan Risiko  

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat 

pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses 

manajemen risiko.16 Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, 

bank wajib sekurang- kurangnya melakukan: 

1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang 

timbul. 

2) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya 

manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank 
                                                           

15
 Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal 

Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 49 
16

 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk, 272 
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harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk 

mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. 

Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan 

proses manajemen risiko yang ada. 17 

d. Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi 

pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas 

bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis 

terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas 

manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.18  

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme 

pengendalian risiko pembiayaan harus diterapkan dilembaga keuangan 

syariah khususnya BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat agar 

dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari 

kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah 

secepat mungkin untuk memperbaikinya. 

5. Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko 

Prinsip 5c merupakan bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini 

digunakan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses 

identifikasi risiko yang mungkin datang dari calon anggota pembiayaan. 

Lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Character (Watak) 

                                                           
17 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, 260 
18 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, Islamic Risk, 131 
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Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain 

character Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan 

seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan 

dan latar belakang keluarga maupun hobinya.19 

Pendapat lain mengatakan bahwa Character ini menyangkut 

dengan sisi pisikologis calon penerima pembiayaan itu sendiri, yaitu 

karakteristik atau sifat yang dimilikinya seperti latar belakang keluarga, 

hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya.20 

Kegunaan dari penilaian tesebut untuk mengetahui sampai 

sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi 

kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai dengan janji yang telah 

ditetapkan. 

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang 

mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank 

bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang 

positif dan koperatif.  

Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam 

kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota 

masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Character 

merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib 

tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak 
                                                           

19 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia,2013), 234 
20

 Irham Fahmi, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi, (Bandung: 
Alfabeta,2014), 92. 
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mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank 

dikemudian hari. 

b. Capacity (kemampuan)  

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 

dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.21 

Menurut Kasmir Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk 

melihat kemempuan nasabah dalam membayar pembiayaan. 

Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk 

pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk 

pembiayaan perdagangan atau produktif.22 

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon 

mudharib mengenai kemampuan melunasi kewajiban kewajibannya dari 

kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan 

pembiayaan dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap 

capacity ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan 

diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada 

waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Pengukuran capacity dari calon debitur dapat dilakukan melalui 

berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (business 

record) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah 

mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). 

Capacity merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.  

                                                           
21 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana,2011), 121 
22

 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta, Kencana,2010), 259 
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c. Capital (modal)  

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon 

nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. 

Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 

100% artinya, harus ada modal dari nasabah.23 

Kemudian bank harus melakukan analisis terhadap posisi 

keuangan serta menyeluruh mengenai masalalu dan yang akan datang, 

sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang 

pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dari 

kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi 

pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak 

diberikan. 

Jadi Capital tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal 

yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan 

merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh 

agar usaha tersebut berhasil. Sehingga mampu membayarkan 

kewajibannya.  

d. Condition of economy (situasi ekonomi)  

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang 

                                                           
23 Ismail, Perbankan Syariah, 123 
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kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon 

mudharib.24 

Condition of economy disini sangat berpengaruh dengan usaha 

yang dilakukan, misalnya ketika krisis tahun 1998 pada saat 

perekonomian menjadi kacau banyak usaha yang gulung tikar bahkan 

tak sedikit dari lembaga keuangan-lembaga keuangan konvensional 

juga mengalami kebangkrutan.  

e. Collateral (anggunan) 

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 

anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus 

dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban 

finansial mudharib kepada bank. Pemberian anggunan ini meliputi 

jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. 

Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank 

untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang 

dibiayai. Mengapa collateral atau jaminan menjadi penilaian terakhir 

dari prinsip 5C, hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah 

penilaian yang disebutkan sebelumnya, apabila sudah layak maka 

jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena 

ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan 

pembiayaan macet, misalnya bencana alam, disamping itu, juga untuk 

                                                           
24 Veithzal Rivai, Islamic Fiancial Management , (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 

353 
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menjadi motifasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan 

oleh bank.25 

C. Ijarah Multijasa 

1. Pengertian Ijarah Multijasa 

Ijarah atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat 

yang bukan berasal dari asset berwujud. Transaksi atas jasa dikenal 

dengan istilah multijasa. 26 

Multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran 

dana dalam bentuk penggunaaan untuk barang siap pakai maupun 

kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh 

nasabah dengan akad ijarah.  

Dalam transaksi multijasa bank melakukan akad ijarah dengan 

pihak pemasok dan melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. 

Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan 

suatu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi 

ekonomi syariah yang menggerakan sector rill yang ada di masyarakat.27 

Jadi ijarah multijasa itu sendiri adalah pembiayaan dimana bank 

syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh 

manfaat atau jasa, dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat 

memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee, besarnya uang ujrah/fee harus 

                                                           
25 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, 260. 
26 Ajeng Maratus Solihah, Penerapan Akad pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif 

Hukum Islam, (Jurnal Az- Zarqa, Vol.6, No.1, 2014), 111 
27 Djoko Muljono, perbankan dan lembaga keuangan syariah, (Yogyakarta, penerbit 

ANDI, 2015), 280 
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disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 

bentuk presentase. 

2. Tujuan Pembiayaan  

a. Mencari keuntungan (profitability), yaitu dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa 

keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha 

yang dikelola bersama nasabah. 

b. Safety, merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang 

diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability 

dapat tercapai tanpa ada hambatan.28 

3. Dasar Hukum Ijarah Multijasa 

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama 

memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari al- Quran, al- 

Sunnah.29  

1. Firman Allah SWT, antara lain: 

a. surat Al-Baqarah ayat 233:30  

                             

                         

                       

                                                           
28 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. 

Ke-1, 2015, 6. 
29 Imam Mustofa,  Fiqih Muamalah Kontemporer, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 

2014), 86. 
30 QS. Al- Baqarah (2): 233. 
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                     

                    

                 

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 

b. QS. Al-Talaq ayat 6: 

            

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu 
maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Al-Talaq: 6) 
 

Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dikutip dalam kitab undang-

undang hukum perbankan dan ekonomi syariah, dikatakan bahwa jika 

kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang 

lain, maka diperbolehkan sepanjang mereka mau untuk menunaikan 

upah atau pembayaran yang baik atau patut kepada orang tersebut. Hal 

ini menunjukkan adanya jasa yang diterima.31 

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain: 

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

                                                           
31 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 

Syariah. (Jakarta: Kencana, 2007) Cetakan 1, Edisi 1, 843 
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  بْلَ أَنْ يجَِفَّ عَرَقَةُ أعَْطوُا الأَجِيرَ أَجْرَهُ ق ـَ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” 

b. Hadis riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id 

al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 

راً فَـلْيُـعْلِمْهُ أَجْرَهُ   مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيـْ

“barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” 

Hadis diatas menunjukkan pembolehan adanya orang diberi 

upah karena bekerja utuk orang lain. Dalam hal ini kebolehan 

mengambil upah dianggap sebagai perbuatan baik. Jika ijarah suatu 

pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu 

berakhirnya pekerjaan tersebut. 32 

3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan 

 Menurut PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku 

persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

a. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa 

dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan 

pendidikan, kesehatan ketenaga kerjaan, kepariwisataan, 

pernikahan dan lain-lain. 

                                                           
32 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Media, 

2001), 123 
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b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah 

untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa 

(ujrah) atau fee 

c. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam  

bentuk nominal bukan dalam porsentase. 

 Persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dari program 

studi yang terakreditasi. 

b. Mengajar di sekolah umum dibawah binaan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang di 

perbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau guru yang 

diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal lima tahun pada satu 

sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama. 
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f. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 

(NUPTK).33  

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 

44/DSN-MUI/VIII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa 

yang menyatakan bahwa: 

b. Ketentuan Umum 

1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (ja’iz) dengan 

menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. 

2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus 

mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 

3) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus 

mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 

4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 

memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 

5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.34 

c. Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Stariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

                                                           
33 Achmad Dasuki et al, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 1 Pedoman 

Penetapan Peserta (Jakarta: Depatemen Pendidikan Nsional, 2008), 11 
34 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah 

Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), 260-261. 
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c. Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 

dirubah dan disempurnakan sebagaimana mesrtinya.35 

Sudah sangat jelas bahwasanya pembiayaan multijasa 

diperbolehkan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana dalam 

pembiayaan multijasa tersebut Lembaga Keuangan Syariah memperoleh 

imbalan berupa fee. Pembiayaan ijarah multijasa pada prinsipnya sama 

dengan pembiyaan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa 

menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. 

4. Prosedur pengajuan Pembiayaan Multijasa 

  Secara umum prosedur dan proses pengajuan pembiayaan pada 

suatu bank adalah sebagai berikut: 

a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan 

menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit. 

b. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan 

dilampirkan dalam aplikasi permohonan. 

c. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila 

terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk 

melengkapinya. 

                                                           
35 Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayan Multijasa. 
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d. Apabila permohonan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk 

diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan 

memperoleh pembiayaan. 

e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan 

penelitian ke lapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang 

berhubungan dengan pembiayaan. 

f. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian 

lapangan memenuhi persyaratan pembiayaan, maka nasabah 

diminta dating ke bank untuk menandatangani akad pembiayaan. 

g. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, bank akan menyetor uang 

tersebut ke rekening nasabah. 

5. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad Ijarah  

 Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan akad 

ijarah berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan 

yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang kewajibannya sesuai 

dengan akad yang disepakati. 

Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad ijarah yaitu: 

a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan tranksaksi ijarah 

dengan nasabah.  

b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek 

sewa yang dipesan nasabah.  
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c) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan 

angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana 

bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk 

pembebasan utang.36 

                                                           
36 Dr.A.Wangsawidjaja Z., S.H., M.H, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT.Gramedia 

Pustaka Utama,2012), 25 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

responden dan mengamati secara langsung dilapangan atau tempat 

tertentu.1 Pengumpulan data dilakukan langsung deangan mendekati para 

responden baik dengan melakukan interview (wawancara) ataupun 

observasi.2 Menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.3 

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu penelitian yang 

mempelajari secara mendalam tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan 

Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat. 

2. Sifat Penelitian 

Metode penelitian dalam hal ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bermaksud 

                                                           
1 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), 56 
2 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 

Universitas Indonesia, 1981), 10 
3 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015),  26 
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membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian”.4 

Penelitian deskriptif pada umunya dilakukan dengan tujuan utama yaitu 

untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tententu. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau 

sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk 

symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya 

berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang 

belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang 

sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.5 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berdasarkan 

prosedur yang sitematis dengan memperhatikan pada kegiatan operasional 

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat untuk mengetahui jawaban 

dari pertanyaan yang dipaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh 

peneliti. 

Maksud dari penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 

yaitu memberikan gambaran dan keterangan mengenai Mitigasi Risiko 

pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. 

  

                                                           
4 Sumadi Suryabarata, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

76 
5 Moh. Kasiram, Metodelogi Pnelitian Kualitatif-kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), 176 
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B. Sumber Data 

Sumber data utama dari penelitian ini adalah menggunakan sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung 

dilapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 

lainnya.6 Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung di BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Sumber data primer dalam penelitian 

ini terdiri dari Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak 

Makmur selaku Legal Officer dan Bapak M. Syam Surya selaku Accouting 

Officer pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang 

Barat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.7 Sumber data sekunder yaitu usumber data yang 

diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh 

dari bahan kepustakaan. Sumber berupa buku-buku tentang perbankan 

syariah, manajemen risiko bank islam, dan buku lembaga keuangan 

lainnya.  

Selain buku-buku diatas, sumber data sekunder meliputi Peraturan 

Bank Indonesia (PBI), data profil BPRS Kotabumi Kc Tulang Bawang 

                                                           
6 P Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2011), h. 87 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010) h. 129. 
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Barat, dan SOP pembiayaan sertifikasi guru BPRS Kotabumi, serta 

berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Sumber data sekunder yang 

diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga data primer menjadi lengkap.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga 

data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Metode 

yang peneliti gunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang diberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.8 

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara 

terstruktur maupun tidak tersetruktur. Wawancara tersetruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, sedangkan 

wawancara tidak tersetruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.9 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti untuk mengumpulkan data, 

dengan meneliti menggunakan pendekatan wawancara. Peneliti 

                                                           
8 Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung PT. Remaja Brosdakarya, 

2012) h 186. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.137. 
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wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak 

Makmur Legal Officer dan Bapak M. Syam Surya selaku Accouting 

Officer pembiayaan sertifikasi yang berkaitan dengan Mitigasi Risiko pada 

Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, 

atau arsip-arsip seperti catatan, buku, transkip, lengger, prasasti, surat 

kabar, brosur, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.10  

Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber data seperti 

sejarah, struktur organisasi, visi misi dan data lainnya yang berkaitan 

dengan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan/observasi 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.11 

                                                           
10 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.73 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013) h 335  
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Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

(kualitatif), yakni penelitian yang berisi kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian skripsi tersebut. Data tersebut berasal dari naskah 

wawancara, foto dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan 

cara berfikir induktif, sehingga peneliti dapat mengetahui tentang Mitigasi 

Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang 

Barat  

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak 

tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang 

jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima 

belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor 

kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp 

9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).60 

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi 

semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa 41 

perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan 

masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk 

Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti 

Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung 

Bapak Drs. Syam surya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan 

Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan. Pada saat ini, 

PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor 

                                                           
60

 Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020 
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Cabang Bandar Lampung yang terletak di JL. Zaenal Abidin Pagar Alam 

No. 25 D Gedong Meneng Bandar Lampung dan Kantor Cabang Tulang 

Bawang Barat yang terletak di JL. Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang 

Bawang Barat. Selain itu, PT. BPR Kotabumi juga memiliki kantor kas 

yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di JL. Sumber Jaya 

Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.61 

Kantor Cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di 

Tulang Bawang Barat, mulai resmi beroperasi pada tahun 2016 yang 

diresmikan oleh Bupati Lampung Utara yang menjabat pada saat itu 

adalah H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP.M.H. PT. BPR Syariah 

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat beralamatkan di JL. Brawijaya No. 

40 Panaragan Tulang Bawang Barat. Dan untuk saat ini yang menjadi 

Kepala Cabang yaitu Bapak Iwan Setiawan.62 

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat 

Visi: 

 Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta 

berpartisipasi dalam membangun saerah untuk menuju kemakmuran dan 

kesejahteraan umat. 

Misi: 

a. Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan 

pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-

                                                           
61

 Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020 
62 Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 17 Maret 2020  
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prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik 

pelepas uang (renternir). 

c. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan 

kesatuan (ukhuwah islamiah), meningkatkan taraf ekonomi 

serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan system 

ekonomi islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur 

dan sejahtera.63 

  

                                                           
63 Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020 
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3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang 

Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang 

Barat 

Dari struktur organisasi di atas yang mempunyai tugas dan wewenang 

dalam mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan 

Setiawan selaku Kepala Cabang adalah kepala Cabang itu sendiri, Account 

Officer dan Legal Officer. Kepala Cabang sebagai penanggung jawab dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang meliputi kegiatan layanan 

nasabah, sedangkan Account Officer mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam risiko pengembalian pinjaman dan Legal Officer mempunyai tugas dan 

Direktur Utama 
Amrullah, MA 

Kepala Cabang 

Iwan Setiawan 
Manajer Operasional 

Septina Santi 

Account Officer 

M. Syamsurya 

Funding Officer 

Zual Fikri 

Legal Officer 

Makmur 

Teller 

Tri Verlina 

Adm Pembiayaan 
Customer Service 

Wenda Bidasaranti 

Satpam 

Christian Adiputra 

Penata Ruang 

M. Asrori 



40 
 

 
 

bertanggung jawab terhadap berkas dan jaminan seperti keabsahan data dan 

jaminan. 

B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi pada BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat 

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 

No.11/25/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Menajemen Risiko Bagi Bank Umum, 

menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat 

terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu.64 

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh bank itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan 

bank dalam penyaluran pembiayaan, karena seringkali terjadi pembiayaan 

yang bermasalah. “Risiko pembiayaan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan 

risiko kredit atau gagal bayar.”65 

Pelaksanaan pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang 

Bawang Barat dijelaskan oleh Bapak SyamSurya selaku Account Officer, 

adalah sebagai berikut:  

“Pembiayaan sertifikasi itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada guru 
atau dosen yang mempunyai sertifikasi, dengan sistem pembayarannya kita 
ambil dari dana sertifikasi. Akad yang digunakan sesuai kebutuhan nasabah 
digunakan untuk apa pembiayaan tersebut. Tetapi rata-rata nasabah pada 
pembiayaan sertifikasi disini pengajuannya untuk biaya pendidikan, biaya 

                                                           
64 Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 (4) No.11/25/PBI/2009, Tentang Penerapan 

Menejemen Risiko Bagi Bank Umum. 
65 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 

2011), 63 
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kesehatan, biaya nikah dan lain-lain yang berbentuk jasa. Jadi akad yang akan 
digunakan adalah akad ijarah multijasa.”66 

 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada aplikasi 

pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat 

pembiayaan Ijarah Multijasa pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja 

dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti, 

keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lainnya. Pembiayaan ijarah 

multijasa ini digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang biasanya untuk keperluan biaya pendidikan seperti, 

biaya sekolah anak, biaya kuliah anak, dan lainnya.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak SyamSurya selaku Account 

Officer mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi 

menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang 

Barat adalah sebagai berikut:  

1.  Pemohon mengajukan pembiayaan sertifikasi 

2.  Pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 

Bank. 

3.  Pemohon harus menunggu keputusan manager untuk ACC atau 

tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukan. 

4.  Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui, langkah 

selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana 

sesuai hari yang telah di tentukan oleh pihak bank syariah.67 

                                                           
66 Wawancara dengan Bapak Syamsurya selaku (Account Officer), selasa 17 Maret 2020. 
67 Wawancara dengan Bapak Syamsurya selaku (Account Officer), selasa 17 Maret 2020 
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Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan 

pembiayaan, seperti di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat 

memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa. 

Sehingga dalam pembiayaan Sertifikasi ijarah memiliki prosedur, setelah 

nasabah mengajukan pembiayaan sertifikasi tentu para nasabah harus 

menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua 

persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menungu keputusan manager 

apakah pembiayaan yang diajukan di ACC atau tidaknya. Setelah pihak 

manager menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang diajukan, 

maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah 

selesai yaitu proses pencairan dana. 

Untuk standar operasional (SOP) dalam pemberian pembiayaan 

sertifikasi seperti yang dijelaskan Bapak Iwan Setiawan selaku kepala cabang 

di BPRS Kotabumi kantor Cabang Tulang Bawang Barat adalah sebagai 

berikut: 

1. Pihak bank syariah yaitu Account officer melakukan wawancara awal 

tentang tujuan penggunaan. 

2.  Memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah.  

3.  Dilanjutkan pemberian nomor registrasi oleh petugas bank.  

4.  Pengecekan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa 

Keuangan.  

5.  Membuat laporan analisa pembiayaan. 
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6. Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke legal officer untuk 

dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian 

jaminan, pengecekan sisa saldo ATM) 

7.  Setelah pengecekan legal officer selesai berkas diperiksa oleh manajer 

marketing secara keseluruhan. 

8.  Setelah disetujui oleh direksi/kepala cabang, maka dilanjutkan 

penandatanganan akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang digunakan 

adalah akad Ijarah Multijasa. 

9. Setelah proses akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk 

membuka aplikasi tabungan. 

10. Setelah selesai menginput data, berkas pembiayaan diberikan kebagian 

Teller untuk diproses pencairan dana.68 

Berdasarkan penjelasan Bapak Iwan Setiawan di atas mengenai 

pelaksanaan pemberian pembiayaan, menurut peneliti BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan pemberian pembiayaan sertifikasi 

sudah cukup baik dan menjalankan sesuai prosedur yang ada. Pembiayaan 

Sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat memiliki jumlah 

nasabah yakni: 

 

 

 

 

                                                           
68 Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang di BPRS Kotabumi 

KC Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020. 
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Tabel 4.2 
 Jumlah Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa di BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat tahun 2017, 2018, dan 2019 
 

No. 
Asal Daerah 

Nasabah 
2017 2018 2019 

1 
Tulang Bawang 350 372 369 

2 
Tulang Bawang Barat 244 253 268 

3 
Mesuji 26 29 36 

 
Total Nasabah 620 654 673 

 

Tabel 4.3 

Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS Kotabumi 
KC Tulang Bawang Barat 

Tahun Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 

2017 7 0 0 

2018 6 8 1 

2019 14 5 11 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan 

Sertifikasi akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat 

berjumlah 620 per 31 Desember tahun 2017, 654 per 31 Desember tahun 2018 

dan 673 pada tahun 2019 per 30 April nasabah. Yang artinya terjadi 

peningkatan jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi disetiap tahunnya. Hal ini 

belum menunjukkan bahwa mitigasi risiko risiko di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat cukup baik karena ditunjukkan meningkatnya 

nasabah tetapi pembiayaan bermasalah semakin bertambah pula dilihat dari 

tabel 1.1 bahwa ditahun 2017 nasabah bermasalah berjumlah 7 orang, 15 
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nasabah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 30 nasabah yang bermasalah 

pada tahun 2019.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, terkait 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi beliau menjelaskan, 

“Nasabah yang mengalami wanprestasi atau bermasalah berkisar 3% dari total 

nasabah ijarah multijasa, ya sekitar 30 nasabah kurang lebihnya coba dihitung 

dari nasabah ijarah multijasa kemungkinan segitu ya lumayan banyak untuk 

nasabah-nasabah yang wanprestasi, untuk tahun ini saja ada 11 nasabah yang 

sampai Kol 4.69 

Hal ini berarti dari semua total nasabah pembiayaan ijarah multijasa 

yang bermasalah terdapat kurang lebih 30 nasabah. Beliau juga memperjelas 

bahwa nasabah bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang 

Bawang Barat banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama pada 

akhir tahun ini sangat meningkat namun dalam hal ini bank tetap memiliki 

cara untuk menangani risiko tersebut. 

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan sertifikasi 

dengan akad ijarah multijasa, seperti yang dikemukakan oleh Bapak M. Syam 

Surya. Ketika ditanya apa saja risiko yang muncul atau terjadi di pembiayaan 

Sertifikasi, yaitu: 

“Kalau untuk risiko yang sering terjadi untuk pembiayaan sertifikasi 
itu banyak sebab-sebabnya untuk nasabah macet atau telat bayar itu gara-gara 
sertifikasinya tidak cair, biasanya yang menyebabkan sertifikasi itu tidak cair 
adalah karena guru tersebut kekurangan jam mengajar, kan syarat untuk 
mendapatkan sertifikasi harus 24 jam atau karena pindah tugas, pemalsuan 

                                                           
69 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, Selaku Account Officer di BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat, Pada Tanggal 17 Maret 2020.  
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tandatangan, ada juga nasabah yang melakukan penggandaan ATM nasabah 
membuat surat kehilangan palsu kepolisian bahwa ATM nya hilang padahal 
itu cara mereka untuk melakukan kecurangan agar nasabah dapat menarik 
uang bebas dengan ATM baru yang nasabah pegang sehingga kami tidak bisa 
mengambil ansuran dari ATM yang dititipkan ke kita70, ada juga yang pakai 
sms banking/mobile banking itu tentang karakter ada kasus yang seperti itu. 
Risiko lain seperti nasabah meninggal tapi kita ada asuransi jiwa kalau disini 
wajib asuransi jiwa itu juga membuat asuransi wanprestasi, asuransi ini itu 
misalnya kalau sertifikasi dicabut tapi itu karena kebijakan umum untuk 
semua bukan karena kesalahan nasabah itu ada asuransi wanprestasi.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

tiga risiko yang terjadi yaitu ada risiko nasabah gagal bayar akibat pemalsuan 

tanda tangan, penggandaan jaminan berupa ATM pada pembiayaan ijarah 

multijasa dan risiko sertifikasi dicabut. Jika dilihat dari risiko-risiko yang 

terjadi di atas maka terdapat beberap bentuk risiko yang terjadi di BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawng Barat. 

Bentuk-bentuk risiko yang ada pada Bank Syariah mengacu pada Pasal 

5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011, Setidaknya terdapat delapan bentuk risiko 

dalam kegiatan bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko 

kepatuhan. Namun dalam perbankan syariah terdapat dua tambahan risiko 

yang melekat pada kegiatan bank yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. 

Perbankan konvensional tidak memiliki dua risiko tersebut dikarenakan bank 

konvensional tidak menggunakan sistem bagi hasil. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai risiko-risiko 

yang terjadi dan dilihat berdasarkan teori bentuk-bentuk risiko yang ada pada 

                                                           
70

 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, Selaku Account Officer Pada Tanggal 17 Maret 
2020.  
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perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang terjadi 

maka risiko yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang 

Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini peneliti melihat terdapat tiga bentuk 

risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko oprasional dan risiko strategik.  

Pertama, risiko kredit/pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan 

sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Tulang Bawang Barat yaitu, 

karena karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak mempunyai keinginan 

memenuhi kewajibannya seperti melakukan kecurangan membuat rekening 

baru/ATM ganda dan melakukan penarikan dana sertifikasi dengan 

menggunakan sms banking/mobile banking yang dimiliki nasabah. Mengenai 

sertifikasi yang tidak cair pun terdapat risiko karakter karena dana sertifikasi 

tidak cair biasanya karena nasabah/guru tersebut kekurangan jam mengajar, 

kekurangan jam mengajar tersebut bisa saja dipenuhi dengan mencari jam 

tambahan di sekolah lain agar mendapatkan sertifikasi kembali. Kemudian 

seperti kasus pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang pernah 

terjadi dan mengakibatkan risiko gagal bayar.  

Kedua, Risiko Operasional yaitu risiko yang mencakup kesalahan 

manusia (human error), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan 

control yang akan berpengaruh pada operasional bank. Pada BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini risiko 

operasional yang terjadi adalah akibat kegagalan pihak bank dalam 

menganalisa karakter nasabah yang menimbulkan salah pilih nasabah dan 

kegagalan dalam analisa dokumen seperti keabsahan tanda tangan, seperti 
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yang pernah terjadi yaitu adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan 

pasangan yang dilakukan nasabah. 

Ketiga, risiko strategik yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat pada kasus 

nasabah guru/PNS yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah 

murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, 

dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk 

menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan 

terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan 

mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dari jaminan-jaminan 

yang dititipkan di Bank. 

C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat 

Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, 

bank syariah menggunakan manajeman risiko agar risiko yang ada tidak 

terjadi. Dengan demikian manajeman risiko berfungsi sebagai filter atau 

pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.71 

Dalam proses manajeman risiko hal yang paling penting agar risiko 

yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan 

mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan 

aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi kerugian 

yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. 

                                                           
71 Adiwarman. A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2014), 255.  
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Artinya mitigasi risiko dalam suatu bank dan lembaga keuangan 

syariah sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk meminimalisir 

risiko yang timbul namun juga sebagai benteng kekuatan dalam setiap strategi 

yang ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah khususnya di 

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Berdasarkan teori mekanisme 

pengendalian risiko, penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan bank 

syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu: mengidentifikasi risiko, 

pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.   

Proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi 

KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko  

Proses identifikasi risiko pada BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Syamsurya selaku Account Officer yaitu:  

Proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama kali ya 
melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya, 
biasanya untuk identifikasi yang kita lakukan ya mengecek 
SLIK/BI cheking untuk mengetahui gimana apakah si nasabah itu 
punya pinjaman lain di bank lain atau tidak, selain itu kita juga cek 
pengajuan berkas biasannya ini yang sering terjadi banyak 
pemalsuan tanda tangan suami/istri ataupun juga dengan cek 
keaslian jaminan seperti ijasa dan lainnya 

 
Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat dalam mengidentifikasi calon 

nasabah agar tidak terjadi adanya risiko, pihak bank harus 

mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya 

dan harus mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank 
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lain atau tidak, yaitu dengan cara pengecekan sistem informasi 

keuangan (SLIK) atau BI cheking. Disana BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat dapat mengetahui track record dari nasabah 

apakah nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan bank lain 

yang belum di lunasi atau tidak, identifikasi lain seperti 

pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan pembiayaan 

seperti tanda tangan persetujuan suami/istri juga dilakukan. 

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas 

nasabah atau jaminan dilakukan oleh bagian Legal Officer, dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makmur beliau 

menjelaskan bahwa:  

Berkas-berkas yang harus dicek keasliannya seperti 
jaminan itu ada NCR/slip gaji, tanda tangan persetujuan 
suami/istri, tanda tangan kepala sekolah, untuk cara mengeceknya 
kalau untuk jaminan berupa ijasah,SK dan lainnya kita masih 
manual seperti ijasah kita liat hologramnya dan biasanya ada huruf 
timbulnya seperti kertas, warna juga keliatan asli atau tidaknya, 
kalau untuk slip gaji/NCR ya kita lihat manual saja, dan kalau 
untuk tanda tangan pasangan suami/istri kita cocokkan dari KTP 
apakah sama atau tidak. Kalau untuk tanda tangan kepala sekolah 
sebelumnya kita ada MOU atau kita minta legalisir pembagian 
tugas mengajar kan sudah ada tanda tangan kepala sekolah nah kita 
cocokkan dari situ kalau semisal kita ragu ya kita langsung 
menemui kepala sekolahnya.72   

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keabsahan jaminan 

data untuk berkas yang perlu dicek keasliannya adalah jaminan 

ijasah/SK, tanda tangan suami/istri, slip gaji/NCR. Menurut 

                                                           
72 Wawancara dengan Bapak Makmur, (Legal Officer), Selasa, 17 Maret 2020 
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peneliti dalam peroses pengecekan jaminan sudah cukup baik 

karena selama ini pernah terjadi kasus jaminan palsu (ijasah) dan 

langsung diketahui oleh Legal Officer. dan untuk identifikasi 

keabsahan berupa pemalsuan tanda tangan menurut peneliti belum 

maksimal karena dari pihak BPRS sendiri pernah terjadi pencairan 

untuk yang pemalsuan tanda tangan persetujuan suami/istri waktu 

pembayaran angsuran diketahui macet karena hanya mencocokkan 

dari KTP saja, menurut peneliti hal tersebut kurang efektif dan 

harus diperbaiki misalnya mewajibkan kehadiran suami/istri untuk 

menandatangani pengajuan tersebut bersama dihadapan Legal 

Officer. Sehingga tidak menyebabkan wanprestasi atau nasabah 

macet. 

b. Pengukuran Risiko  

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajeman risiko 

yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan 

dalam mengambil kebijakan. Bapak Syamsurya selaku Accont Officer 

menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko:  

Untuk proses pengukuran risiko, kita lihat berdasarkan 
karakteristik pembiayaannya dulu, sumber pengembaliannya 
pembiayaan nasabah dari mana, jika sertifikasi pastinya dari dana 
sertifikasi, atau kita lihat penghasilan lain dari pasangannya apa. 
Kemudian kita lihat seberapa besar kerugian/biaya yang akan kita 
tanggung kalau misalnya risiko itu terjadi, ini kaitannya dengan 
mitigasi, kalau kita tidak mengukur nanti salah mitigasinya kan, sama 
kalau disini untuk nasabah macet tuh ada ukurannya. Kalau di BPRS 
tingkat Kolektabilitas beda dengan bank konvensional atau bank 
umum kalau disini kol 1 itu 3 bulan kalo di bank umum kan 1 bulan.73 

                                                           
73 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.  
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Pembiayaan ijarah multijasa dikatakan bermasalah oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang 

Bawang Barat apabila nasabah mengalami kolektabilitas 2 atau dalam 

perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan 

dalam kurun waktu 6 bulan, kolektabilitas 3 atau kurang lancar 

dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan mengalami 

penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan mengakami 

kolektabilitas 4 atau diragukan yaitu kurang dari satu tahun nasabah 

tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan bank umum atau 

konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi tersebut pencairan 

dana sertifikasi setiap 3 bulan sekali bukan setiap bulan maka 

kolektabilitas ditentukan berdasarkan termin pencairan dana sertifikasi. 

c. Pemantauan Risiko  

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara dengan 

Bapak Syamsurya menjelaskan:  

“Pemantauan risiko pembiayaan itu di awal kita lihat melalui 
rekening koran apakah serifikasinya lancar atau tidak dan menjaga 
hubungan baik dengan nasabah, kita hubungi jika terjadi keterlambatan 
cairnya sertifikasi dan menanyakan kepada nasabah dan jika nasabah 
tidak mengetahui maka kami akan menghubungi bendahara dinas 
terkait.”74  

 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat ini melakukan pemantauan pembiayaan 

hanya pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan dengan 

                                                           
74

 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.  
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mengecek rekening koran. Setelah pembiayaan berjalan pihak bank 

hanya menghubungi nasabah apabila terjadi ketidak lancaran pada 

sertifikasi tersebut untuk selanjutnya tidak adanya laporan secara 

berkala dari bendahara dinas tentang informasi terkait sertifikasi 

nasabah dikarenakan tidak adanya MOU atau kerjasama dari pihak 

bank kepada bendahara dinas dan pihak bank pun tidak melakukan 

pengawasan secara periodik dari bank kepada nasabah tentang jam 

mengajar kurang atau tidak. Pindah tugas atau tidak untuk mengetahui 

informasi terkait kelancaran sertivikasi nasabah. 

d. Pengendalian Risiko  

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, pengendalian 

di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat seperti yang di jelaskan 

oleh Bapak Syamsurya yaitu:  

Pengendalian risiko yang  kita lakukan dari awal pengajuan 
berkas, khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus benar-
benar kita analisa pakai 5C setelah pembiayaan berjalan kalau ada 
yang nunggak sebelum kolektabiltas dua maka kita hubungi nasabah 
kita tanya kenapa sertifikasinya tidak keluar atau jika karena dana 
sertifikasi telah ditarik oleh nasabah sebelum bank menarik maka 
nasabah kita kasih jangka waktu untuk bayar, kalau sudah masuk 
kolektabilitas dua, dan nasabah tidak menunjukan bahwa nasabah 
ingin melunasi, maka akan kita berikan surat peringatan.75  

 
Dari hasil wawancara diatas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam 

menerapkan pengendalian risiko pembiayaan sertifikasi sudah cukup 

baik dimana pada tahap awal sudah menganalisis risiko-risiko yang 

                                                           
75

 Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.  



54 
 

 
 

akan timbul, dari proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan 

sampai dengan nasabah melunasi pembiayaan. Pengendalian ansuran 

jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan 

rescheduling. Pihak Accounting Officer akan menghubungi nasabah 

tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang 

mengalami wanprestasi sebelum masuk kolektabilitas 2 untuk 

melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan surat 

peringatan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah. 

Kegiatan mitigasi yang dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat merupakan kegiatan yang baik karena 

telah sesuai dengan aturan manajemen risiko yang ada, sesuai 

penjelasan di atas bahwa langkah yang dilakukan pihak BPRS 

Kotabumi Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam 

meminimalisir risiko yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur, 

memantau dan mengendalikan risiko. Didalam teori untuk 

mengidentifikasi risiko-risiko pembiayaan ijarah multijasa perlu 

menggunakan prinsip 5C yaitu (character, capasity, capital, condition 

of economy dan collateral) 

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Makmur selaku Legal 

Offssicer, analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Tulang 

Bawang Barat adalah sebagai berikut: 

a. Character (Watak)  
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Character adalah keadaan watak atau sifat dari 

customer/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

lingkungan usaha. 76 

Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Tulang Bawang Barat telah menganalisis calon nasabah, cara 

yang digunakan yaitu dengan mengecek Sistem Laporan Informasi 

Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah 

memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, seberapa tinggi tingkat 

kolektabilitas calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di 

bank lain dan memiliki tingkat kolektabilitas yang tinggi maka pihak 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat sudah dapat 

membaca karakter calon nasabah tersebut, bahwa calon nasabahnya 

memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi 

persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.77 

b. Capacity (Kemampuan)  

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah 

dalam menjalankan usahanya penilaian ini adalah untuk 

mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu 

dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat 

waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.78 

                                                           
76 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), 259. 
77

 Wawancara dengan Bapak Makmur, selaku Legal Officer pada BPRS Kotabumi KC 
Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020.  

78 Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, Islamic Financial Management, 
(Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 352 
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Berdasarkan teori di atas pihak BPRS telah melakukan analisa 

mengenai kemampuan calon nasabah BPRS Kotabumi KC Tulang 

Bawang Barat dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang 

telah diisi calon nasabah pada bagian data penghasilan. Bagian data 

penghasilan juga dapat menunjukan berapa besar biaya hidup dan 

angsuran lainya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil 

penghasilan bersih per bulan calon nasabah maka pihak bank dapat 

menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan 

oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah. Maka akan 

diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut untuk melunasi 

kewajibannya.  

c. Capital (Modal)  

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang 

dibiayai.79 Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi 

keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan 

datang, hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan 

tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. sehingga dapat 

diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan 

proyek/usaha calon debitur yang bersangkutan.80  

Dalam hal ini, BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat juga 

melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon 

                                                           
79 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 123 
80 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), 116. 
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nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, 

dari jumlah rumah, tanah, mobil dan motor serta perkiraan harga dari 

setiap masing-masing kekayaan yang dimiliki tersebut. Dan jika 

merupakan nasabah baru pihak bank akan melakukan survei kerumah 

nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain atau tidak. Itu 

juga yang akan menjadi pertimbangan modal untuk diberikannya 

pembiayaan. Maka menurut peneliti pihak bank telah melakukan 

analisa capital/modal yang sesuai. 

d. Condition of economy (Situasi Ekonomi)   

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi 

kelancaran perusahaan calon mudharib.81 

Berdasarkan teori tersebut, pihak BPRS KC Tulang Bawang 

Barat dalam melihat situasi calon nasabahnya dilihat dari kapan masa 

pensiun calon nasabahnya tersebut, karena pada dasarnya nasabah 

yang mengajukan pembiayaan sertifikasi adalah guru/PNS yang 

bersertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh 

pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan 

dan diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran 

pembiayaan. 

e. Collateral (Jaminan)  

                                                           
81 Veithsal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial, 353. 



58 
 

 
 

Colleteral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap 

agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status 

hukumnya.82 Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk 

kebendaan bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi 

ataupun rekomendasi dari pihak bank. Penilaian terhadap collateral ini 

dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:  

a.  Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan 

digunakan.  

b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat 

yuridis untuk dipakai sebagai agunan83 

Bapak M.Syam Surya. selaku Account officer di BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat menjelaskan ketika 

ditanya apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan sertifikasi 

beliau menjawab karena dalam pembiayaan ijarah multijasa 

nasabahnya adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

bersertifikasi sehingga yang menjadi jaminan adalah ijasah asli 

pendidikan terakhir, SK Berkala, Sertifikat Pendidik, Asli Buku 

Tabungan, dan ATM (Automated Teller Machine) nasabah yang 

bersangkutan atau yang mengajukan pembiayaan. Jadi tidak ada 

jaminan khusus untuk pembiayaan ijarah multijasa ini tetapi dalam hal 

ini kami juga berharap akan ada penambahan jaminan karena ketika 

                                                           
82 Ibid., 352. 
83 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 244.   
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nasabah melakukan kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan 

tandatangan, penggandaan ATM ataupun penyalah gunaan 

SMS/Mobile Banking dari pihak BPRS sulit untuk 

mengeksekusi/memotong angsuran dari ATM yang dijaminkan kepada 

BPRS karena nasabah tersebut sudah menarik dana yang ada dari 

ATM baru yang digandakan nasabah dengan membuat surat 

kehilangan palsu dikepolisian.84 

Berdasarkan teori dan hasil wawancara di atas dapat dipahami 

bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat telah 

melakukan analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan 

kepada bank merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, 

maka jaminan yang diserahkan tidak memiliki nilai pengembalian atau 

dapat mengatasi risiko jika suatu saat terjadi pembiayaan macet atau 

bermasalah. Jaminan yang berupa ijasah dan SK Berkala tidak bisa 

dieksekusi ataupun dilelang untuk melunasi pinjaman pada pihak bank 

karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai jual atau nilai ekonomi.  

Berdasarkan hasil mengenai realisasi penerapan prinsip 5C 

pada pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat berdasarkan teori pihak 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat telah 

melakukan analisis 5C cukup baik, namun pada analisis jaminan 

(Collateral) pihak bank belum mempunyai kebijakan untuk 

                                                           
84 Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, selaku Account Officer pada BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020.  



60 
 

 
 

menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa digunakan 

untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa dieksekusi 

atau dilelang saat terjadi Pembiayaan bermasalah/macet (wanprestasi). 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa, mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi 

KC Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya baik. Pada pembiayaan 

sertifikasi guru memiliki tiga risiko yakni risiko pembiayaan, risiko 

operasional dan risiko strategik. 

Sedangkan penerapan mitigasi risiko dan penerapan prinsip 5c juga 

sudah diterapkan namun untuk analisis character (watak) dan collateral 

atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam 

menganalisis, hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai 

ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada 

saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga 

berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah 

karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki 

nilai finansial atau ekonomis. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti memberi 

saran yaitu:  

1) Agar saat penandatanganan akad persetujuan dalam pengajuan 

pembiayaan calon nasabah pihak BPRS dapat menghadirkan keduanya 
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(suami/istri) untuk menyaksikan dan benar-benar menyetujui akad 

tersebut serta tidak hanya melihat dari KTP  

2) Meningkatkan pengecekan berkas calon nasabah  

3) Menambahkan jaminan yang memiliki nilai finansial agar jika terjadi 

wanprestasi atau terjadi risiko dapat diminimalisir 

4) Melakukam MOU (kerjasama) kepada bendahara dinas terkait 

pembaayaran angsuran melalui gaji sertifikasi, bank harus meminta 

bendahara untuk langsung memotong gaji sertifikasi untuk 

pembayaran angsuran nasabah dan pihak bendahara yang langsung 

mentransfer angsuran kepada pihak BPRS sehingga tidak ada lagi 

celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kejahatan seperti 

penyalahgunaan SMS Banking/Mobile Banking dan kecurangan-

kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.  
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A. Wawancara/Interview 

1. Wawancara kepada Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang di 

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat: 

a. Siapa pihak yang berwenang dalam melakukan mitigasi risiko pada 

pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa, apa saja tugas 

dan tanggung jawabnya? 

b. Sebagai pimpinan cabang apa tugas dan wewenang bapak dalam 

proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi tersebut? 

c. Apa saja standar operasional (SOP) dalam proses pemberian 

pembiayaan sertifikasi ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat? 

2. Wawancara Kepada Bapak Makmur selaku Legal Officer di BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat: 

a. Apa standar untuk menentukan jaminan dalam pembiayaan 

sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 

b. Apakah ada tambahan jaminan dalam pembiayaan sertifikasinya? 

c. Bagaimana proses pengecekan keabsahan data nasabah dan 

jaminannya? 

d. Bagaimanakah proses pengambilan jaminan pembiayaan sertifikasi 

tersebut? 



 
 

 
 

e. Bagaimana proses analisis 5c dalam pemberian pembiayaan 

sertifikasi tersebut? 

3. Wawancara kepada Bapak Syamsurya selaku Account Officer di 

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat: 

i. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan sertifikasi 

dengan akad ijarah multijasa? 

j. Apa saja risiko yang terjadi dari pembiayaan sertifikasi di BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 

k. Apa saja bentuk-bentuk mitigasi risiko yang di gunakan BPRS 

Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 

l. Bagaimana proses pelaksanaan mitigasi risiko pada pembiayaan 

sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 

m. Bagaimana hasil setalah diterapkannya mitigasi risiko pembiayaan 

sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat? 

B. Dokumentasi 

a. Sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi BPRS Kotabumi KC 

Tulang Bawang Barat 

b. Jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang 

Bawang Barat tahun 2017, 2018, 2019 

c. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, Legal Officer, 

Account Officer dan nasabah BPRS Kotabumi Kc Tulang Bawang 

Barat 
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